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ABSTRACT 

 

 

 

BUSINESS ACTORS' LITERACY ON THE OBLIGATION OF HALAL 

CERTIFICATION CONCERNING HALAL PRODUCT ASSURANCE 

(A Case Study of Food Stalls at the University of Lampung Campus) 

 

 

BY 

 

 

Cindy Sasmita 

 

 

Halal certification is a legal obligation for business actors as regulated in Law 

Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. However, the level of 

understanding of food stall business actors on the University of Lampung Campus 

regarding this obligation still varies. This study aims to examine the extent of 

business actors' literacy regarding halal certification obligations using qualitative 

methods and normative-empirical approaches. Data collection techniques include 

observation, interviews, questionnaires, and documentation. The results of the study 

showed that out of 15 respondents, only 3 respondents (20%) already had halal 

certification. The majority of business actors were not aware of the halal regulation, 

with 13 respondents (87%). This illustrated the low halal literacy, most respondents 

stated that there had been no socialization or requirement from the campus to be 

halal certified, limited access to information, the perception of high costs, and the 

complexity of the administrative process were considered inhibiting factors. 

Therefore, direct education was needed for micro business actors and business 

actors must be aware of complying with halal regulations. 
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LITERASI PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI 

HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 

TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL 

(Studi Kasus Warung Makan di Kampus Universitas Lampung) 

 

 

Oleh 

 

 

CINDY SASMITA 

 

 

Sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum bagi pelaku usaha sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal. Namun, tingkat pemahaman pelaku usaha warung makan di Kampus 

Universitas Lampung terhadap kewajiban ini masih bervariasi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji sejauh mana literasi pelaku usaha terhadap kewajiban 

sertifikasi halal dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan normatif-

empiris. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 15 responden hanya 3 

responden (20%) yang sudah memiliki sertifikasi halal. Mayoritas pelaku usaha 

tidak mengetahui adanya regulasi halal tersebut sebanyak 13 responden (87%). Hal 

ini menggambarkan bahwa rendahnya literasi halal, sebagian besar responden 

menyampaikan belum ada sosialisasi ataupun keharusan dari pihak kampus untuk 

bersertifikasi halal, menganggap keterbatasan informasi, persepsi biaya yang tinggi 

serta kerumitan proses administrasi menjadi faktor hambatan. Oleh karena itu, 

dibutuhkan edukasi langsung bagi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha harus 

memiliki kesadaran dalam memenuhi regulasi halal. 

 

Kata kunci: literasi halal, pelaku usaha, sertifikasi halal, warung makan. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

Sertifikasi halal memberikan pengaruh positif kepada pelaku usaha di sektor 

kuliner, terutama pemilik warung makan, khususnya dalam meningkatkan 

kepercayaan konsumen serta memperkuat daya saing di dunia usaha. Bagi 

konsumen, keberadaan sertifikasi halal berperan penting sebagai bentuk 

perlindungan dan jaminan, sekaligus menjelaskan secara tegas apakah suatu 

produk halal atau tidak. Bagi produsen, sertifikasi halal memiliki potensi untuk 

meningkatkan pendapatan, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan nilai 

tambah. Produsen yang memiliki sertifikasi halal juga dapat memberikan 

keyakinan hukum kepada pelanggan mereka bahwa produk mereka halal. Namun, 

pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal menghadapi kendala seperti 

kurangnya informasi dan kurangnya sosialisasi (Tahliani dan Renaldi, 2023).  

 

Sertifikasi halal mencerminkan hubungan antara agama dan negara, bertujuan 

memberikan jaminan kepada masyarakat Muslim agar tidak mengonsumsi produk 

yang bertentangan dengan prinsip kehalalan menurut ajaran Islam. Awalnya 

dikelola oleh LPPOM MUI, kini menjadi wewenang BPJPH setelah disahkannya 

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Fitri dan Jumiono, 2021). 

Pergeseran kewenangan ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi 

tingginya jumlah produk makanan yang beredar di pasar, baik yang berasal dari 

dalam negeri maupun luar negeri. Situasi pasar yang sangat beragam tersebut 

menuntut adanya peran aktif lembaga pemerintah dalam memastikan bahwa 

produk yang dikonsumsi masyarakat telah memenuhi standar kehalalan. Namun, 

banyaknya pilihan tersebut juga mewajibkan konsumen untuk lebih teliti dalam 
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memilih produk, karena tidak semua produk menjamin kualitas, kesehatan, dan 

kepatuhannya terhadap prinsip halal (Faridah, 2019). 

 

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) diterapkan oleh pelaku usaha untuk 

memastikan bahwa seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku pengolahan 

sampai distribusi produk memenuhi kriteria halal sesuai Keputusan Kepala Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021. SJPH memastikan 

seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku hingga distribusi, sesuai standar 

halal yang ditetapkan oleh BPJPH dan lembaga terkait seperti LPPOM MUI. 

Sertifikasi halal menjadi pedoman utama untuk memastikan kelayakan sebuah 

produk sebagai produk halal. Hal ini sesuai dengan pendapat Anisa (2023), 

menyatakan bahwa proses sertifikasi halal melibatkan serangkaian pemeriksaan 

untuk mendapatkan pengakuan resmi yang menjamin bahwa bahan baku, Sistem 

Jaminan Produk Halal serta produksinya sudah mengikuti standar yang telah 

ditentukan. 

 

Pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung dan memperkuat sektor halal 

melalui berbagai upaya, seperti penyusunan regulasi, pengembangan infrastruktur, 

hingga promosi produk halal di pasar internasional. Hal ini sejalan dengan UU 

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai bagian dari upaya 

ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didirikan pada tahun 1989 diberi 

kewenangan untuk mengelola prosedur sertifikasi halal dan melakukan audit 

terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat. Sertifikasi halal bagi 

produsen saat itu bersifat sukarela atau tidak wajib. Namun, setelah Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

berlaku, semua produsen harus mendapatkan sertifikasi. Pasal 4 undang-undang 

tersebut menyatakan bahwa "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di 

wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal" (Undang-Undang RI, 2014).  

 

Pemerintah telah menetapkan regulasi tentang sistem jaminan produk halal untuk 

mendukung pelaksanaan sertifikasi halal pelaku usaha khususnya warung makan 

masih menemui sejumlah kendala dalam menjalankan prosesnya. Berdasarkan 

penelitian Ningrum (2022), menyatakan bahwa salah satu kendala yang sering 
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dihadapi oleh pelaku usaha kecil adalah kurangnya pemahaman tentang prosedur 

sertifikasi, biaya yang tinggi, dan kesulitan untuk memenuhi standar yang 

ditetapkan. Jenis usaha rumahan yang bergerak baik dibidang kerajinan hingga 

bergerak dibidang makanan rumah tangga seperti usaha catering, bakso, cilok, dan 

sate yang dipasarkan secara keliling. Sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan 

pelanggan dan menjamin kelangsungan bisnis, terutama di tengah tren 

peningkatan permintaan produk halal.  

 

Warung makan yang menyediakan makanan bagi mahasiswa dan masyarakat 

merupakan hal yang umum ditemukan di lingkungan kampus dan sekitarnya, 

termasuk di Universitas Lampung. Sebagai bagian dari lingkungan pendidikan, 

warung makan di sekitar kampus seharusnya mampu menjadi contoh dalam 

menyediakan makanan halal yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan 

masyarakat luas. Penelitian oleh Ruswandi dkk. (2023) di Kecamatan Tawang, 

Kota Tasikmalaya, yang juga merupakan kawasan dengan banyak mahasiswa 

perantauan, menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha warung makan belum 

memahami kewajiban sertifikasi halal. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian 

yang secara khusus membahas literasi halal pada pelaku usaha warung makan di 

lingkungan Universitas Lampung. Mengingat kampus merupakan pusat aktivitas 

belajar dan konsumsi makanan yang cukup tinggi, maka penelitian ini penting 

untuk menilai sejauh mana pelaku usaha memahami dan menyadari pentingnya 

sertifikasi halal, sekaligus mendorong penerapan praktik usaha yang patuh 

terhadap regulasi dan bertanggung jawab. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

1. Bagaimana tingkat literasi pelaku usaha warung makan di Universitas 

Lampung terhadap kewajiban sertifikasi halal? 

2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam 

memahami dan melaksanakan sertifikasi halal? 
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3. Bagaimana rekomendasi untuk meningkatkan literasi pelaku usaha terkait 

sertifikasi halal? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

1. Menganalisis tingkat literasi pelaku usaha warung makan disekitar 

Universitas Lampung terhadap sertifikasi halal. 

2. Mengidentifikasi kendala dan tantangan pelaku usaha dalam proses sertifikasi 

halal. 

3. Memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan literasi pelaku usaha 

dalam sertifikasi halal. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang literasi 

halal dan kaitannya dengan implementasi UU No. 33 Tahun 2014 di 

lingkungan kampus, terutama terkait penerapan sertifikasi halal di warung 

makan khususnya makanan di kampus Universitas Lampung. 

2. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi 

pelaku usaha warung makan dalam memahami dan melaksanakan sertifikasi 

halal. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran yang dapat 

membantu pemilik usaha menyesuaikan diri dengan permintaan pelanggan 

yang mengutamakan aspek kehalalan, sekaligus meningkatkan daya saing 

mereka di pasar. 

 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pikir merupakan representasi yang menyeluruh mengenai bagaimana 

konsep atau variabel saling berhubungan, sekaligus menjadi gambaran yang 

konsisten dengan fokus penelitian (Ulfa dkk., 2024). Kerangka pemikiran 

penelitian ini disajikan pada Gambar 1.  
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Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal sebagai landasan hukum, yang menegaskan bahwa semua 

produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal sebagai bentuk 

perlindungan bagi konsumen Muslim. Regulasi tersebut tidak hanya berfungsi 

sebagai dasar hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga mencerminkan komitmen 

negara dalam melestarikan nilai-nilai keagamaan dan menjamin keamanan 

pangan. Meski demikian, pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal sering kali 

menemui hambatan, terutama di kalangan usaha kecil seperti warung makan.  

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi literasi pelaku 

usaha warung makan di lingkungan Universitas Lampung terkait kewajiban 

sertifikasi halal, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat 

kepatuhan mereka terhadap regulasi tersebut. 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan dua pendekatan 

utama, yakni pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif difokuskan 

pada analisis peraturan perundang-undangan, terutama UU No. 33 Tahun 2014, 

guna memahami dasar hukum dan prosedur teknis pengajuan sertifikasi halal, 

termasuk peran lembaga sertifikasi. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan 

dengan mengumpulkan data lapangan melalui teknik observasi, wawancara 

Undang-Undang No. 33 Tahun 

2014 (Jaminan Produk Halal) 

Pendekatan Normatif  

(Analisis Peraturan hukum) 

Pendekatan Empiris 

(Data lapangan- Observasi, 

Wawancara, Kuesioner, dan 

Dokumentasi) 

Analisis Literasi Pelaku Usaha 

(Pemahaman & Penerapan) 

Deskripsi Literasi Pelaku usaha & 

Rekomendasi 

Gambar  1. Kerangka Pemikiran 
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mendalam, kuesioner, dan dokumentasi, yang kemudian digunakan untuk menilai 

seberapa baik pelaku usaha warung makan memahami dan menerapkan kewajiban 

sertifikasi halal dalam operasional mereka, serta kendala-kendala yang mereka 

hadapi, seperti informasi yang minim atau biaya yang tinggi. Analisis data akan 

difokuskan pada dua aspek, yaitu pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi 

sertifikasi halal dan penerapan kewajiban tersebut dalam praktik sehari-hari. Hasil 

analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang literasi 

pelaku usaha dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan mereka, serta 

memberikan rekomendasi praktis kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk 

meningkatkan efektivitas implementasi regulasi SJPH. 

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Jaminan Produk Halal 

2.1.1 Pengertian jaminan produk halal 

 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal, Produk mencakup barang dan/atau jasa yang berhubungan 

dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk 

rekayasa genetik, serta barang yang digunakan oleh masyarakat. Produk halal 

merujuk pada produk yang telah dinyatakan halal berdasarkan syariat Islam. 

Produk halal adalah barang dan jasa yang memenuhi ketentuan kehalalan menurut 

syariat Islam, yang meliputi bahan baku, proses produksi, pengemasan, dan 

distribusi. Produk halal harus bebas dari bahan yang dilarang oleh syariat Islam, 

seperti babi, alkohol, dan segala sesuatu yang tidak disembelih sesuai dengan tata 

cara Islam (Saputra, 2021).  

 

Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia merupakan upaya untuk melindungi 

konsumen muslim mengenai kehalalan produk yang mereka konsumsi. Jaminan 

produk halal adalah kepastian hukum terkait kehalalan suatu produk yang 

dibuktikan melalui sertifikat halal. Sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang 

No.33 Tahun 2014, bertujuan untuk menjamin legalitas produk sesuai  prinsip 

maqashid syariah (Widyaningsih, 2023). Sebelumnya sertifikasi halal 

dilaksanakan oleh LPPOM MUI sejak tahun 1989, bersifat sukarela dengan masa 

berlaku 2 tahun. UU JPH menjadikan BPJPH sebagai organisasi baru yang 

menyelenggarakan proses sertifikasi, memperpanjang masa berlaku sertifikat 

menjadi empat tahun, namun juga menimbulkan tantangan seperti proses yang 

lebih panjang dan birokrasi (Amalia, 2022). 
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2.1.2 Tujuan jaminan produk halal 

 

Jaminan produk halal memastikan bahwa setiap bagian dalam proses produksi, 

Sejak pemilihan bahan baku sampai distribusi, mengikuti aturan yang berlaku. 

Penerapan SJPH juga dapat membantu dalam mematuhi regulasi yang ditetapkan 

oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), sehingga dapat beroperasi secara legal dan kompetitif di pasar 

(Warto, 2020). 

 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014, 

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) memiliki beberapa tujuan, antara 

lain: 

a. Menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian ketersediaan 

Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan 

produk; dan 

b. Memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan 

memasarkan produk halal. 

 

2.1.3 Penyelenggara Jaminan Produk Halal (JPH) 

 

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 33, 2014, Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk 

melaksanakan Jaminan Produk Halal (JPH). BPJPH bertanggung jawab atas 

implementasi sistem jaminan halal, termasuk menerima pengajuan sertifikasi halal 

dan memastikan prosesnya sesuai peraturan yang berlaku. Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), sebagai lembaga yang menghimpun ulama, zuama, dan 

cendekiawan muslim, memiliki peran dalam menetapkan status kehalalan suatu 

produk serta mengeluarkan fatwa halal berdasarkan hasil pemeriksaan. Produk 

diperiksa dan diuji oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang mencakup 

verifikasi dokumen, pengujian laboratorium, dan inspeksi fasilitas produksi 

(Ramadan dkk. 2024). Proses sertifikasi halal dimulai dengan pengajuan ke 

BPJPH, diikuti pemeriksaan oleh LPH, dan sidang fatwa oleh MUI untuk 

menentukan status kehalalan (Salam dan Rohmah, 2023). Jika produk dinyatakan 
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halal, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal kepada pelaku usaha, memastikan 

kepercayaan konsumen dan mendukung perkembangan industri halal nasional. 

 

 

2.2 Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal 

Di Indonesia, persyaratan sertifikasi halal telah ditetapkan oleh kepala Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Semua persyaratan ini harus 

dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal untuk produk 

mereka. Berikut adalah 5 kriteria SJPH sesuai dengan Keputusan Kepala Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria 

Sistem Jaminan Produk Halal : 

 

2.2.1 Komitmen & tanggung jawab 

 

Surat pernyataan tertulis dari pimpinan perusahaan yang menegaskan kembali 

komitmen mereka untuk menegakkan kriteria SJPH dan tanggung jawab mereka 

untuk meminimalkan dan memberantas masalah non-halal sembari menyesuaikan 

diri dengan perubahan undang-undang, peraturan, dan/atau fatwa MUI.  

Komponen komitmen dan tanggung jawab adalah sebagai berikut: 

1. Kebijakan halal 

Kebijakan halal adalah pernyataan tertulis yang menguraikan komitmen pelaku 

usaha dan manajemen puncak untuk menggunakan bahan halal, mengolah produk 

halal, dan memproduksi produk halal secara berkelanjutan dan konsisten sesuai 

dengan persyaratan umum sertifikasi halal. Berikut ini termasuk dalam kebijakan 

halal ini: 

a. membuat kebijakan halal;  

b. menerapkannya secara konsisten;  

c. memastikan bahwa semua karyawan di perusahaan memahami dan 

mengikuti aturan halal yang ditetapkan; dan  

d. berinteraksi dengan dan menginformasikan kepada semua pihak terkait 

(stakeholder) tentang kebijakan tersebut. 

2. Manajemen puncak bertanggung jawab: 

1. menjamin tersedianya sumber daya yang cukup untuk perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengembangan SJPH secara berkelanjutan;  
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3. menetapkan dan mendaftarkan penyelia halal;  

4. menjamin seluruh pegawai, termasuk distributor dan pemasok, 

menjunjung tinggi integritas halal perusahaan;  

5. menetapkan tim manajemen halal dan tanggung jawabnya, dengan 

melibatkan seluruh pihak terkait dan didukung dengan dokumentasi; dan  

6. menetapkan tim manajemen halal dan/atau penyelia halal bagi pelaku 

usaha mikro dan kecil dengan bantuan pihak lain seperti organisasi 

masyarakat, lembaga pemerintah, badan usaha, atau lembaga pendidikan. 

3.  Pengembangan sumber daya manusia 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaku usaha, perusahaan melakukan 

pengembangan di bidang industri halal melalui pelatihan dan/atau peningkatan 

kompetensi. 

a. Pelatihan penyelia halal yang diselenggarakan oleh BPJPH, perguruan 

tinggi, dan/atau lembaga pelatihan yang diakui sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh BPJPH;  

b. Pelatihan staf yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan SJPH;  

c. Perusahaan wajib memiliki protokol pelatihan, mematuhinya, dan 

memelihara dokumentasi pelaksanaannya. 

 

2.2.2 Bahan 

 

Bahan adalah unsur yang digunakan untuk menghasilkan produk yang memenuhi 

persyaratan dalam SJPH. Bahan tersebut meliputi: 

1. Bahan baku, yaitu bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk; 

2. Bahan tambahan, yaitu bahan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas 

produk; 

3. Bahan penolong, yaitu bahan yang digunakan untuk membantu produksi 

tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk; 

4. Kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk;  

5. Pelumas atau grease yang digunakan pada mesin dan dapat bersentuhan 

langsung dengan bahan atau produk; 

6. Sanitizer dan bahan pembersih yang digunakan untuk sanitasi fasilitas dan 

peralatan yang bersentuhan dengan bahan dan produk; 
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7. Media untuk memvalidasi hasil pencucian fasilitas yang berhubungan 

langsung dengan produk; 

 

2.2.3 Proses produk halal 

 

1. Tempat, Peralatan, dan Lokasi 

a. Lokasi, ruang, dan peralatan yang digunakan untuk proses PPH wajib 

dipisahkan dari proses pengolahan produk nonhalal oleh pelaku usaha. 

Tempat pemotongan hewan merupakan area yang perlu dipisahkan;  

b. Pelaku usaha wajib memisahkan area pemotongan hewan halal dan 

nonhalal; dan  

c. Pelaku usaha wajib memisahkan tempat pemotongan hewan dengan 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) rumah pemotongan hewan halal dan nonhalal terpisah secara fisik; 

2) terdapat pagar tembok setinggi minimal tiga meter yang memisahkan 

kedua lokasi untuk mencegah perpindahan orang, peralatan, dan 

barang dari satu tempat ke tempat lain;  

3) area tidak rawan banjir atau tercemar asap, bau, debu, atau polutan 

lainnya; 

4) dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan limbah cair dan limbah padat 

yang terpisah dari tempat pemotongan hewan nonhalal; 

d. Pelaku usaha wajib memisahkan area pemotongan hewan halal dan 

nonhalal. Area tersebut meliputi:  

1) tempat penampungan hewan;  

2) tempat pemotongan hewan; dan  

3) area pengulitan. 

4) pembuangan jeroan;  

5) ruang penuaan;  

6) penanganan karkas 

7) ruang pendingin; dan  

8) sarana pengelolaan limbah 

9) lokasi dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) yang 

meliputi lokasi:  



12 

 

1) pemotongan;  

2) pengolahan;  

3) penyimpanan;  

4) pengemasan;  

5) pendistribusian;  

6) penjualan; dan  

7) penyajian, wajib dipisahkan oleh pelaku usaha. 

2. Peralatan dan perangkat PPH 

a. Pelaku usaha diwajibkan untuk memisahkan peralatan dan perangkat PPH 

dari produk yang tidak halal, termasuk alat untuk penyembelihan, 

pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan 

penyajian; 

b. Pelaku usaha diwajibkan menggunakan alat penyembelihan yang memenuhi 

persyaratan berikut: 

1) tidak menggunakan alat penyembelihan yang sama dengan yang 

digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal; 

2) menggunakan fasilitas yang terpisah untuk pembersihan alat halal dan 

tidak halal; 

3) menggunakan fasilitas yang terpisah untuk pemeliharaan alat halal dan 

tidak halal; 

c. Pelaku usaha wajib menggunakan alat pengolahan yang memenuhi 

persyaratan: 

1) tidak mempergunakan alat pengolahan yang sama secara bergantian 

antara produk halal dan produk tidak halal; 

2) menggunakan fasilitas yang terpisah untuk pembersihan alat yang 

digunakan untuk produk halal dan tidak halal; 

3) menggunakan fasilitas yang terpisah untuk pemeliharaan alat yang 

digunakan untuk produk halal dan tidak halal. 

4) memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak 

halal. 

d. Pelaku usaha wajib: 

1) Memastikan alat PPH tetap bersih dan higienis; 
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2) Menjamin bahwa alat PPH terbebas dari najis; dan 

3) Memastikan alat PPH tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak 

halal. 

3. Prosedur PPH 

a. Pelaku Usaha diwajibkan untuk memiliki dan mengimplementasikan 

prosedur pelaksanaan PPH yang tertulis dan terdokumentasi sebagai 

berikut: 

1) Menjamin bahwa fasilitas produksi yang berhubungan dengan bahan 

dan/atau produk antara/akhir bebas dari najis berat (mughalazah); 

2) Menjamin bahwa bahan dan produk yang digunakan tidak 

terkontaminasi najis; 

3) Penyucian fasilitas produksi sesuai dengan ketentuan syariat Islam; 

4) Penggunaan bahan baru yang akan digunakan dalam produk halal; 

5) Proses pembelian bahan; 

6) Pemeriksaan kedatangan bahan yang diterima; 

7) Tahapan proses produksi; 

8) Penyimpanan bahan dan produk yang sesuai; 

9) Pengangkutan bahan dan produk yang aman; 

10) Menjaga ketertelusuran kehalalan produk; 

11) Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal; 

12) Penarikan produk yang tidak memenuhi standar halal; 

13) Peluncuran dan penjualan produk; 

14) Pengembangan produk dan formulasi produk baru; 

15) Tampilan produk; 

16) Ketentuan untuk pengunjung; 

17) Penentuan menu yang sesuai dengan standar halal; 

18) Proses pemingsanan hewan; dan 

19) Penyembelihan hewan sesuai dengan syariat. 

b. Pelaku usaha harus mensosialisasikan prosedur PPH ke semua 

pihak yang terkait; 

c. Pelaku usaha harus mendokumentasi bukti sosialisasi; 
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d. Pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan penilaian terhadap efektivitas 

prosedur PPH secara rutin; 

 

2.2.4 Produk 

 

1. Umum  

a. Pelaku usaha wajib menggunakan peralatan, sarana produksi, pengemasan, 

penyimpanan, dan sistem distribusi yang bebas dari bahan yang tidak 

halal, serta membuat barang dengan bahan yang halal dan mengolahnya 

sesuai dengan syariat Islam. 

b. Berdasarkan syariat Islam, pelaku usaha wajib memastikan bahwa barang 

dipisahkan secara fisik dari bahan atau produk yang tidak halal pada tahap 

penyiapan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan. 

c. Perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikasi halal tidak 

diperkenankan mengajukan permohonan sertifikasi halal atas barang yang 

nama atau isinya:  

1. memuat alkohol;  

2. memuat daging babi, anjing, atau produk turunannya;  

3. memuat zina dan dosa;  

4. bertentangan dengan syariat Islam; atau 

5. memuat bahasa yang erotis, vulgar, atau mengandung unsur 

pornografi. 

2. Pengemasan dan pelabelan produk 

a. Penggunaan bahan pengemas yang tidak mengandung atau tidak 

mengandung komponen yang tidak halal wajib dilakukan oleh pelaku 

usaha. 

b. Produk halal wajib dikemas oleh pelaku usaha sesuai dengan jenis 

produknya. 

c. Produk yang telah dikemas ulang atau diberi label ulang dapat diajukan 

sertifikasi halal dengan ketentuan telah memiliki Sertifikat Halal BPJPH 

atau memenuhi persyaratan berikut: 

1) Produk merupakan bahan yang tidak kritis dan terdaftar dalam daftar 

positif (positive list); 
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2) Produk merupakan bahan tidak kritis dalam daftar positif yang 

diproses dengan bahan penolong kritis yang bersertifikat halal; 

3) Gula dan kismis yang dilengkapi dengan Sertifikat Halal BPJPH atau 

sertifikat halal dari lembaga yang telah bekerja sama dengan BPJPH. 

3. Ketertelusuran dan identifikasi 

a. Pelaku usaha wajib mengidentifikasi barang yang disimpannya, meliputi 

tanggal pemasukan, lokasi penyimpanan, kode lokasi penyimpanan, kode 

batang, tanggal pembuatan, dan keterangan lainnya, sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

b. Pelaku usaha wajib memastikan bahwa produk halal dapat dilacak, 

diproduksi di fasilitas yang memenuhi persyaratan fasilitas, dan bahan yang 

digunakan dalam produksinya memenuhi persyaratan bahan baru. 

 

2.2.5 Pemantauan dan evaluasi 

 

1) Untuk mengawasi penerapan SJPH, pelaku usaha wajib melakukan audit 

internal minimal 1 (satu) tahun sekali. 

2) Untuk menilai penerapan SJPH, pelaku usaha wajib melakukan evaluasi 

manajemen. 

3) Pelaku usaha wajib memiliki protokol telaah manajemen dan audit internal 

yang jelas. 

4) Pelaku usaha wajib menyimpan bukti-bukti pelaksanaan telaah manajemen 

dan audit internal. 

5) Pelaku usaha wajib menyampaikan hasil temuan audit internal dan telaah 

manajemen sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 

 

 

2.3 Literasi Pelaku Usaha dalam Sertifikasi Halal 

2.3.1 Pengertian literasi 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), literasi diartikan sebagai 

kemampuan membaca dan menulis, yang menjadi dasar penting dalam 

komunikasi dan pemahaman. Literasi juga merujuk pada pengetahuan atau 
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keterampilan yang spesifik dalam bidang tertentu, seperti literasi komputer, yang 

mencakup kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi. Literasi meliputi 

kecakapan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk menunjang 

kehidupan sehari-hari secara efektif. 

 

Bagi pelaku usaha, literasi tidak hanya berarti memahami informasi, tetapi juga 

mencakup kemampuan untuk mengaplikasikannya secara efektif dalam aktivitas 

bisnis sehari-hari. Pengembangan keterampilan literasi membantu individu untuk 

bersikap kritis dan bijaksana dalam mengelola informasi. Sebagai contoh, dalam 

praktik bisnis, pelaku usaha sering kali memerlukan pemahaman literasi finansial 

dan digital untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Literasi 

dipandang sebagai keterampilan yang terus berkembang dan diperoleh melalui 

pendidikan serta pengalaman (Kurniawan dan Parnawi, 2023). Literasi bukanlah 

kemampuan bawaan, melainkan hasil pembelajaran yang berkesinambungan. Hal 

ini menegaskan pentingnya pelaku usaha untuk terus meningkatkan kapasitas 

literasi mereka guna menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar dan dinamika bisnis 

(Yusup dan Saepudin, 2017). 

 

2.3.2 Pengertian pelaku usaha 

 

Menurut Kesuma (2023), Orang atau perusahaan yang beroperasi di wilayah 

Republik Indonesia dikenal sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha dapat berupa 

orang, organisasi, atau bisnis. Pelaku usaha dapat berupa badan usaha non-hukum 

seperti persekutuan atau kepemilikan tunggal atau badan usaha berbadan hukum 

seperti Perseroan Terbatas (PT). Bisnis ini terlibat dalam ekonomi melalui 

pembuatan, distribusi, atau penjualan barang dan jasa dengan tujuan menghasilkan 

keuntungan dan memenuhi kebutuhan pasar. Kesiapan pelaku usaha terhadap 

sertifikasi halal mengacu pada sejauh mana pelaku usaha telah mempersiapkan 

diri dalam memenuhi persyaratan dan proses yang diperlukan untuk mendapatkan 

sertifikasi halal. 

 

2.3.3 Sertifikasi halal 

 

Sertifikat halal adalah pengakuan resmi yang dikeluarkan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa Majelis Ulama 
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Indonesia (MUI) yang menunjukkan bahwa suatu produk telah melalui proses 

evaluasi dan pengujian untuk memastikan bahwa itu bebas dari bahan haram dan 

diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat halal memberikan 

keamanan bagi pembeli muslim untuk memilih makanan yang sesuai dengan 

agama mereka dan aman. Makanan yang memiliki sertifikat halal dijamin aman 

karena proses pengolahannya memenuhi standar keamanan dan kebersihannya. 

 

Menurut Kusuma dkk. (2023), Proses sertifikasi halal yang harus sesuai dengan 

pedoman dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berdasarkan 

Pedoman Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Berikut adalah Langkah-

Langkah sertifikasi halal : 

 

Langkah-Langkah sertifikasi halal reguler   

1. Pendaftaran awal  

Pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko 

yang aktif. Jika belum memiliki NIB, dapat mendaftar melalui situs oss.go.id.   

2. Pengajuan permohonan   

Membuat akun di ptsp.halal.go.id (SIHALAL). Mengajukan permohonan 

sertifikasi halal dengan melengkapi dokumen persyaratan.   

3. Verifikasi dokumen   

BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dan validitas data permohonan. 

4. Pemeriksaan oleh LPH  

BPJPH menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan 

pemeriksaan produk dan mengunggah hasil pemeriksaan ke SIHALAL. 

5. Pembayaran biaya sertifikasi 

Pelaku usaha membayar biaya sertifikasi melalui SIHALAL dan menerima 

Surat Tanda Terima Dokumen (STD) sebagai bukti pembayaran   

6. Validasi oleh BPJPH   

BPJPH memvalidasi pembayaran dan menyerahkan STD kepada pelaku 

usaha.   

7. Audit halal 

LPH melaksanakan audit halal terhadap produk dan menyusun laporan hasil 

pemeriksaan.  



18 

 

8. Sidang fatwa oleh MUI   

Komisi Fatwa MUI mengadakan sidang untuk menetapkan status kehalalan 

produk berdasarkan hasil audit.   

9. Penerbitan sertifikat halal  

BPJPH menerbitkan sertifikat halal jika produk dinyatakan halal.   

10. Unduh sertifikat halal  

Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal di SIHALAL ketika status 

permohonan berubah menjadi "Terbit SH".   

 

Berikut adalah langkah-langkah Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)   

a. Tahap pelaku usaha   

1. Membuat akun di ptsp.halal.go.id (SIHALAL).   

2. Menyiapkan dokumen dan data permohonan sertifikasi halal.   

3. Memilih pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang akan membantu  

    proses pengajuan.   

4. Melengkapi data permohonan bersama pendamping PPH dan mengajukan  

    permohonan dengan pernyataan resmi melalui SIHALAL.   

b. Tahap pendamping PPH  

1. Pendamping PPH memverifikasi dan memvalidasi data serta pernyataan  

    pelaku usaha.   

c. Tahap BPJPH  

1. Memeriksa laporan hasil pendampingan yang diunggah oleh pendamping  

    PPH.   

2. Menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).   

d. Tahap komite fatwa produk halal  

1. Komite menerima laporan hasil pendampingan yang telah diverifikasi.   

2. Komite fatwa mengadakan sidang untuk menentukan status kehalalan  

    produk.   

e. Tahap akhir BPJPH 

1. BPJPH menerima keputusan kehalalan produk dari Komite Fatwa.   

2. Pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat halal dari BPJPH. 

f. Tahap akhir pelaku usaha  

1. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal dan label halal nasional dari  
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    SIHALAL.   

2. Label halal nasional dapat digunakan dan dicantumkan pada produk sesuai  

    ketentuan.   

 

 

2.4 Regulasi dan Kebijakan Halal di Indonesia 

Regulasi dan kebijakan halal di Indonesia adalah sebagai berikut. 

 

2.4.1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal 

 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim dalam menjalankan 

keyakinan dan ajaran agama. Peraturan tersebut mengalihkan wewenang 

sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pelaksanaan undang-undang ini 

membutuhkan dukungan politik, koordinasi, serta sinergi kebijakan dari berbagai 

lembaga terkait (Saan, 2018). Dari perspektif sosiologis, aturan ini menciptakan 

peluang bisnis sekaligus menjamin keamanan produk bagi konsumen Muslim dan 

produsen. Undang-undang tersebut mewajibkan sertifikasi halal untuk seluruh 

produk yang beredar di pasar, sehingga melindungi hak konsumen Muslim untuk 

memperoleh produk yang sesuai dengan prinsip syariat Islam (Hosanna dan 

Nugroho, 2018). 

 

2.4.2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019  

         tentang penyelenggaraan jaminan produk halal 

 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang 

penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan landasan hukum yang 

dirancang untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini bertujuan memastikan bahwa 

produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar kehalalan yang 

berlaku. Mengacu pada sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut dan 

peraturan pemerintah terkait, PMA No. 26 Tahun 2019 memberikan pedoman 

bagi pelaku usaha dalam menerapkan sistem jaminan produk halal (SJPH) dan 

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal.   
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Dalam pelaksanaannya, peraturan ini mengatur kriteria penerapan, tata cara 

sertifikasi, serta prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh pelaku usaha, mulai 

dari pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, audit halal, hingga penerbitan 

sertifikat halal. Selain itu, PMA No. 26 Tahun 2019 juga menekankan pentingnya 

pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan produk yang 

dihasilkan tetap sesuai dengan standar halal.  

 

2.4.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja 

 

Undang-Undang cipta kerja telah membawa perubahan signifikan terhadap 

beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dengan tujuan 

untuk menyederhanakan dan memperkuat sistem penyelenggaraan jaminan 

produk halal di Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan awal bagi 

kebijakan baru, termasuk memungkinkan pelaksanaan sertifikasi halal tidak hanya 

melalui mekanisme reguler, tetapi juga dengan sistem self-declare. Sistem ini 

memberikan kesempatan bagi pelaku usaha tertentu untuk menyatakan kehalalan 

produknya secara mandiri, dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku. beberapa 

perubahan penting yang diperkenalkan melalui Undang-Undang cipta kerja 

meliputi: 

1) Penghapusan kewenangan MUI dalam pelaksanaan sertifikasi auditor halal 

dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang kini dikelola oleh 

BPJPH. 

2) Kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, terutama dalam mendapatkan 

penyelia halal yang lebih terjangkau dan sederhana. 

3) Pengaturan kepastian waktu layanan sertifikasi halal, sehingga proses 

sertifikasi di BPJPH, LPH, dan MUI menjadi lebih cepat dan terukur. 

4) Kemudahan dalam perpanjangan sertifikasi halal, yang dirancang untuk 

mengurangi beban administratif bagi pelaku usaha. 

5) Pemberian subsidi atau pembiayaan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan 

kecil, untuk mendukung daya saing mereka dalam pasar produk halal. 

6) Perluasan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, 

sehingga masyarakat dapat lebih aktif berkontribusi dalam mengawasi dan 

mendukung implementasi kebijakan ini. 
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2.4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan  

         bidang jaminan produk halal 

 

Telah dilakukan upaya untuk mengubah tata cara penyelenggaraan jaminan 

produk halal di Indonesia dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 

Tahun 2021 pada tanggal 2 Februari 2021 tentang penyelenggaraan bidang 

jaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja 

yang bertujuan untuk menyederhanakan dan menyeragamkan prosedur perizinan 

berusaha menjadi sumber aturan ini. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan 

mendukung penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan UMKM sebagai salah 

satu pilar utama ekonomi rakyat. Terdapat beberapa aspek dalam peraturan ini 

yang perlu dikaji dan dikritisi lebih lanjut, seperti pembatasan auditor halal hanya 

pada satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Mengingat profesi auditor halal 

tergolong langka dan memerlukan sertifikasi khusus, pembatasan ini berpotensi 

memperlambat proses perizinan dan sertifikasi halal. Jika auditor halal 

diperbolehkan bekerja lebih dari satu LPH, diharapkan mekanisme serta proses 

sertifikasi halal dapat berlangsung lebih efisien dan cepat (Al Mubarak et al., 

2023). 

 

2.4.5 Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan  

         yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikasi halal 

 

Peraturan ini dirancang untuk memberikan kejelasan bagi pelaku usaha dalam 

memahami jenis bahan yang tidak memerlukan proses sertifikasi halal, dengan 

mempertimbangkan sifat dan karakteristik bahan tersebut. Bahan-bahan yang 

dikecualikan terbagi ke dalam tiga kategori utama. Pertama, bahan yang berasal 

dari alam, seperti tumbuhan dan hasil tambang, yang belum melalui proses 

pengolahan atau perubahan bentuk. Kedua, bahan yang tidak berisiko 

mengandung unsur yang diharamkan menurut syariat Islam. Ketiga, bahan yang 

tidak tergolong berbahaya dan tidak bersinggungan dengan bahan yang bersifat 

haram. Ketiga kategori ini menjadi dasar dalam menentukan jenis-jenis produk 

lain yang juga tidak wajib untuk bersertifikasi halal. 
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2.4.6 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor   

         57 Tahun 2021 tentang kriteria SJPH 

 

Substansi utama dari keputusan ini mencakup pedoman sistem jaminan produk 

halal, yang meliputi kriteria penerapan, tata cara, serta prinsip-prinsip dasar yang 

wajib dijadikan komitmen dan tanggung jawab oleh para pelaku usaha. Keputusan 

ini tidak hanya menekankan pentingnya konsistensi dalam memastikan kehalalan 

produk, tetapi juga menggarisbawahi beberapa aspek penting lainnya, seperti 

pemilihan bahan baku yang sesuai dengan syariat Islam, pelaksanaan proses 

produksi halal, pengelolaan produk jadi, serta mekanisme pemantauan dan 

evaluasi secara berkala. Semua elemen tersebut bertujuan untuk memastikan 

bahwa produk yang dihasilkan benar-benar memenuhi standar kehalalan dan 

memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim. 

 

2.4.7 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor  

         141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan BLU BPJPH 

 

Keputusan ini membagi tarif layanan menjadi dua kategori utama, yaitu tarif 

layanan utama dan tarif layanan penunjang, yang dirancang untuk mendukung 

operasional sistem jaminan produk halal secara komprehensif. Tarif layanan 

utama mencakup biaya yang terkait langsung dengan proses sertifikasi halal, 

seperti sertifikasi barang dan jasa, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 

registrasi auditor halal, serta pelatihan untuk auditor halal dan penyelia halal. 

Biaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses 

sertifikasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tarif layanan penunjang 

mencakup biaya penggunaan fasilitas yang mendukung kegiatan pelatihan dan 

pengujian termasuk sewa gedung untuk pelatihan, pemanfaatan peralatan dan 

mesin, serta penggunaan laboratorium untuk keperluan pengujian produk.  

 

2.4.8 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021  

         tentang jenis barang yang wajib disertifikasi halal 

 

Untuk memberikan arahan dan kepastian hukum terhadap jenis produk yang wajib 

disertifikasi halal, Menteri Agama Republik Indonesia menerbitkan Keputusan 

Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib 
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disertifikasi halal. Keputusan Menteri Agama Nomor 464 Tahun 2020 yang 

dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan 

saat ini, ditetapkan kembali dengan peraturan ini. Peraturan Menteri Agama ini 

mengatur tentang barang-barang yang wajib disertifikasi halal, baik makanan, 

minuman, bahan baku, maupun barang lain yang dikonsumsi oleh masyarakat. 

Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

penyelenggaraan bidang jaminan produk halal menjadi landasan hukum keputusan 

ini. Keputusan yang ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2021 dan mulai berlaku pada 

tanggal 31 Desember 2021 ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib 

administrasi di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.  

 

2.4.9 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor  

         40 Tahun 2022 tentang penetapan label halal  

 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengeluarkan 

kebijakan baru mengenai label halal, yang menggantikan logo sebelumnya yang 

bertuliskan "halal" dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perubahan ini mencakup 

desain dan format baru, di mana tulisan pada logo tidak lagi mencantumkan nama 

BPJPH atau MUI, melainkan menggunakan format "Halal Indonesia" yang 

terletak di bawah simbol logonya. Label halal dirancang untuk dicantumkan pada 

berbagai elemen produk, termasuk kemasan, bagian tertentu dari produk, atau 

tempat tertentu yang relevan, sehingga memudahkan konsumen dalam mengenali 

status kehalalan produk tersebut. Label halal wajib mencantumkan setidaknya dua 

elemen utama, yaitu logo halal resmi dan nomor sertifikat atau registrasi halal 

yang dikeluarkan oleh BPJPH. 



 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan April 2025. Dalam 

penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah warung makan yang beroperasi di area 

kampus Universitas Lampung diantaranya Foodcourt ekonomi, Kantin pertanian, 

Kantin fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, Rusunawa, dan Fakultas hukum 

yang terletak di Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. 

Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141. Pemilihan lokasi ini 

didasarkan pada kesesuaian topik penelitian dengan karakteristik lokasi tersebut, 

yaitu literasi pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Selain itu, lokasi 

ini juga dipilih karena aksesibilitasnya yang mudah, sehingga mempermudah 

proses pengumpulan data oleh peneliti.  

 

 

3.2 Bahan dan Alat 

Penelitian ini menggunakan berbagai alat bantu untuk mendukung pengumpulan 

dan analisis data. Alat-alat yang digunakan meliputi alat tulis seperti pena, buku 

catatan, serta perangkat teknologi seperti smartphone dan laptop yang digunakan 

untuk mencatat, merekam wawancara, dan mengolah data. 

 

Bahan penelitian yang digunakan mencakup kertas kuesioner sebagai instrumen 

utama untuk mengumpulkan data dari responden, serta berbagai sumber literatur 

yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, undang-undang, dan dokumen lain 

yang berkaitan dengan analisis dalam penelitian. 
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3.3 Metode  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

normatif-empiris. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu 

menggambarkan secara rinci tingkat literasi pelaku usaha terhadap kewajiban 

sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 

tentang jaminan produk halal. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan 

peneliti untuk menganalisis fenomena secara mendalam, sementara pendekatan 

normatif-empiris digunakan untuk memadukan analisis terhadap ketentuan hukum 

dengan kondisi nyata di lapangan (Muhaimin, 2020). Kombinasi pendekatan ini 

bertujuan menghasilkan pemahaman terkait pemahaman dan kendala pelaku usaha 

dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. 

 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi didefinisikan sebagai social situation atau situasi sosial, yang melibatkan 

tiga elemen utama: tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang 

saling berinteraksi secara sinergis. Dalam penelitian ini populasinya adalah pelaku 

usaha warung makan yang berada di area kampus Universitas Lampung. Jumlah 

pelaku usaha warung makan di kampus Universitas Lampung diperoleh dari data 

BPU (Badan Pengelola usaha) yaitu 100 pelaku usaha. 

 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang 

sebenarnya dalam suatu penelitian. Sedangkan pengumpulan data pada pelaku 

usaha menggunakan teknik cluster sampling dari segi tempat. Jumlah sampel 

dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 15 responden karena dianggap telah 

mewakili populasi yang relatif homogen sehingga tidak memerlukan sampel yang 

banyak (Suriani dkk., 2023). Penggunaan teknik cluster sampling ini memastikan 

bahwa sampel yang diambil dapat mewakili keragaman karakteristik warung 

makan di berbagai lokasi dalam kampus Universitas Lampung. 
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3.5 Jenis dan Sumber Data 

Data penelitian digali dan dikumpulkan dapat melalui berbagai  sumber data 

diantaranya yaitu dokumen, narasumber (responden), peristiwa atau aktivitas, 

tempat atau lokasi, dan benda. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

 
1. Data primer  

 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

peneliti langsung dari lokasi penelitian. Peneliti mengumpulkan data melalui 

wawancara, kuesioner dan observasi. Data utama dari penelitian ini berasal 

dari wawancara yang dicatat atau ditulis serta hasil responden yang dapat 

memberikan informasi yang akurat tentang subjek penelitian. 

 

2. Data sekunder 

 

Data jenis ini disebut data sekunder karena diperoleh secara tidak langsung 

oleh peneliti artinya tidak diambil dari sumber pertama. Data sekunder sangat 

penting untuk penelitian karena dapat digunakan sebagai bahan pendukung 

untuk melengkapi informasi sebelumnya. Sumber data sekunder dapat berupa 

seperti dokumen, buku-buku tentang objek penelitian, peraturan perundang-

undangan tentang sertifikat halal, pedoman BPJPH, jurnal, dan lainnya.  

 

 

3.6 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Observasi 

 

Setelah mengumpulkan berbagai data dan referensi dari buku-buku yang 

relevan dengan permasalahan yang diteliti, langkah berikutnya adalah 

melakukan observasi. Observasi merupakan metode pengamatan langsung 

terhadap suatu objek penelitian, di mana peneliti menggunakan seluruh indera 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Hansen, 2020). Proses ini 

memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari 

fenomena yang diamati, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan 

mendalam. Observasi yang dilaksanakan terhadap para pelaku warung makan 
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di kampus Universitas Lampung dari segi keadaan tempat, pelayanan dan 

juga penyajian produk. 

 

2. Wawancara dan Kuesioner 

 

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan berinteraksi langsung 

antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi terkait 

topik penelitian (Ardiansyah, 2023). Dalam penelitian ini, wawancara 

dilakukan untuk memahami sejauh mana pelaku usaha warung makan di 

kampus Universitas Lampung mengetahui kewajiban sertifikasi halal sesuai 

UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Selain wawancara, 

kuesioner juga digunakan sebagai pelengkap untuk mengumpulkan data 

tambahan secara lebih terarah. Rincian pertanyaan kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian ini tercantum pada Lampiran 1. kuesioner tersebut disusun 

secara sederhana dan mencakup beberapa aspek penting, seperti kepemilikan 

sertifikasi halal, pengetahuan pelaku usaha mengenai produk halal, 

pemahaman mereka terhadap sertifikasi halal, serta tanggapan mereka 

terhadap kebijakan sertifikasi halal yang berlaku. 

 

3. Dokumentasi 

 

Metode dokumentasi digunakan untuk mencatat informasi penting yang 

berkaitan dengan penelitian. Catatan ini bertujuan untuk mendapatkan data 

yang lengkap, valid, dan dapat dipercaya tanpa didasarkan pada perkiraan. 

Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi bisa berupa dokumen publik 

seperti makalah atau koran, dokumen pribadi seperti buku harian atau surat, 

serta media lain seperti foto, atau rekaman suara (Rofiqoh dan Zulhawati, 

2020). 

 

 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Setelah data dan informasi penelitian terkumpul, dilakukan pengujian untuk 

memastikan keakuratan data yang digunakan dalam penelitian serta menghindari 

kemungkinan kesalahan. Penelitian ini menekankan pentingnya pengujian 

reliabilitas melalui teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 
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diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu (Sugiyono, 2022). Teknik ini bertujuan tidak hanya untuk 

menjamin kebenaran berbagai fenomena, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi 

proses dan hasil penelitian (Nurfajriani dkk., 2024). Uji keabsahan data dalam 

penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dengan membandingkan data yang 

diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Pendekatan 

ini bertujuan untuk meningkatkan validitas temuan dengan memastikan 

konsistensi informasi yang didapat dari berbagai metode pengumpulan data.  

 

Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah membandingkan hasil wawancara 

dengan hasil observasi langsung di lokasi usaha. Misalnya, beberapa responden 

menyatakan belum pernah mengikuti sosialisasi sertifikasi halal dan belum pernah 

datang langsung. Untuk memperkuat pernyataan tersebut, peneliti mengamati 

kondisi lapangan dan melihat memang tidak ada poster atau papan informasi 

kegiatan sosialisasi halal di sekitar tempat usaha mereka. Hal ini menjadi indikasi 

awal bahwa informasi yang diperoleh sesuai dengan pernyataan dan fakta di 

lapangan. 

 

Selanjutnya, menganalisis kembali informasi serupa dari beberapa responden. 

Peneliti menemukan beberapa jawaban dari responden yang memiliki pola 

pernyataan hampir sama, terutama terkait dengan kurangnya pemahaman terhadap 

prosedur pengurusan sertifikasi halal. Peneliti kemudian memilih kutipan yang 

paling tepat dan tidak menampilkan kutipan yang berulang, agar narasi tetap fokus 

dan tidak membingungkan pembaca. Terakhir, peneliti melakukan pengecekan 

ulang (member check). Hal ini dilakukan untuk memastikan makna yang 

ditangkap dari wawancara benar-benar sesuai dengan maksud responden.  

 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada pemaknaan 

terhadap fenomena yang diamati, khususnya terkait literasi pelaku usaha terhadap 

kewajiban sertifikasi halal. Informasi dikumpulkan dari sejumlah pelaku usaha 

warung makan yang beroperasi di lingkungan kampus universitas lampung. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, memahami, menjelaskan, serta 

menyimpulkan berbagai aspek literasi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban 

sertifikasi halal. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

beberapa tahapan, yaitu: 

 
a. Reduksi data 

 

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, dan mentransformasikan 

data mentah dari catatan lapangan menjadi bentuk yang lebih terorganisir (Rijali, 

2019). Reduksi data merupakan proses penyaringan informasi dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memilih data yang relevan dengan 

tujuan penelitian. Data mentah yang diperoleh dari responden di beberapa kluster 

akan diberi kode berdasarkan tema-tema utama, seperti kepemilikan sertifikasi 

halal, pemahaman terkait sertifikasi halal, produk halal dan kewajiban 

berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, serta kendala-kendala yang dialami 

responden. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data menjadi kategori 

yang lebih terorganisir sehingga memudahkan analisis lebih lanjut. Adapun 

kriteria berdasarkan masing-masing kategori disajikan pada Tabel 1.  

 
Tabel 1. Kriteria pengelompokan data berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner 

No. Aspek yang 

dikaji 

Kategori Kriteria Sumber 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat 

literasi dan 

pemahaman 

tentang 

sertifikasi 

halal 

 

 

 

 

 

 

memahami 

dengan baik 

responden bisa menjelaskan 

apa itu sertifikasi halal, 

siapa yang menerbitkannya 

dan secara umum tahu 

bagaimana proses 

mengurusnya. 

Adila dan 

Rahmi, (2024) 

memahami 

secara umum 

responden tahu bahwa 

sertifikasi halal itu penting, 

tapi tidak tahu secara rinci 

cara mendapatkannya atau 

dasar hukumnya. 

Fitri dan 

Jumiono, (2021) 

kurang 

memahami 

responden hanya pernah 

mendengar istilah sertifikasi 

halal 

Fitri dan 

Jumiono, (2021) 

2. 

 

 

 

Pemahaman 

tentang 

produk halal 

 

pemahaman 

menyeluruh 

responden bisa menjelaskan 

bahwa produk halal bukan 

hanya soal bahan, tapi juga 

proses pengolahan, alat 

Andriani, (2023) 
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No. Aspek yang 

dikaji 

Kategori Kriteria Sumber 

 

 

 

 

yang digunakan, dan harus 

sesuai aturan agama Islam. 

pemahaman 

dasar 

responden hanya menyebut 

hal-hal umum seperti “tidak 

boleh ada babi” atau “tidak 

boleh mengandung 

alkohol”, tanpa menjelaskan 

lebih dalam. 

Supriyadi dan 

Asih, (2021) 

pemahaman 

minimal 

responden tidak bisa 

menjelaskan dengan benar 

apa itu produk halal, atau 

bahkan belum pernah 

mendengar istilah tersebut. 

Amalia dan 

Mariani, (2022) 

3. Pengetahuan 

tentang UU 

No. 33 

Tahun 2014 

mengetahui 

dan 

memahami 

responden tahu bahwa ada 

Undang-Undang tentang 

kewajiban sertifikasi halal, 

dan tahu bahwa semua 

makanan yang dijual harus 

memenuhi aturan tersebut. 

Husna dan 

Caniago, (2022) 

pernah 

mendengar 

tapi belum 

paham 

responden mengaku pernah 

dengar soal undang-undang 

halal, tapi tidak tahu isinya 

atau kewajiban yang diatur. 

Harahap dkk. 

(2023) 

tidak tahu 

sama sekali 

responden belum pernah 

tahu atau dengar tentang 

Undang-Undang No. 33 

Tahun 2014. 

Pratama dan 

Faozi, (2023) 

4. 

 

 

 

Persepsi dan 

sikap 

terhadap  

kewajiban 

sertifikasi 

halal 

sangat setuju 

dan 

mendukung 

responden sangat setuju dan 

mendukung jika semua 

warung makan harus punya 

sertifikasi halal, karena 

dianggap baik untuk 

konsumen dan usaha. 

Wulandari, 

(2022) 

setuju dengan 

syarat 

tertentu 

responden setuju, tapi 

berharap proses nya 

dipermudah dan ada yang 

mendampingi 

Anshar dkk. 

(2022) 

kurang 

mendukung / 

tidak merasa 

perlu 

responden menganggap 

sertifikasi halal hanya 

formalitas dan tidak penting, 

serta prosedurnya terlalu 

sulit 

Ridho dkk. 

(2023) 

 

Dalam proses reduksi data, peneliti memulai dengan menelaah secara menyeluruh 

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh. Tahap awal ini 
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dilakukan untuk memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, yakni literasi 

pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Informasi yang tidak berkaitan 

langsung, seperti cerita pribadi atau tanggapan di luar konteks, dikeluarkan dari 

bahan analisis. Selanjutnya, data yang masih kompleks disederhanakan agar lebih 

mudah dipahami tanpa mengurangi makna pentingnya. Data yang telah disaring 

kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, seperti kepemilikan 

sertifikat, pemahaman sertifikasi halal, produk halal dan kendala yang dihadapi 

pelaku usaha. Untuk menjaga kejelasan narasi, kutipan responden yang memiliki 

pernyataan serupa cukup diwakili oleh satu yang paling mewakili isi pembahasan. 

 

b. Penyajian data (display data) 

 

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau 

narasi terstruktur untuk mempermudah pemahaman dan identifikasi pola. 

Penyajian data ini dirancang untuk menunjukkan tingkat literasi pelaku usaha di 

setiap kluster serta hubungan antara literasi mereka dengan implementasi 

sertifikasi halal. Format penyajian disesuaikan dengan kebutuhan analisis pada 

setiap bagian. Pada bagian awal, karakteristik responden disajikan dalam bentuk 

tabel agar informasi dasar dapat tersampaikan secara ringkas dan sistematis. 

Sementara itu, data yang berasal dari wawancara disampaikan dalam bentuk 

narasi yang kemudian didukung dengan ilustrasi grafik, seperti pie chart. Berbeda 

dengan hasil lain, hasil pada bagian kendala disajikan dengan diagram batang.  

 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (verification) 

 

Penarikan kesimpulan merupakan langkah final dalam analisis data. Verifikasi 

dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian valid dan reliabel, melalui 

teknik triangulasi data (membandingkan hasil wawancara dengan observasi 

lapangan) dan diskusi dengan responden. Langkah ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan realitas lapangan.



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

1. Sebagian besar pelaku usaha warung makan di sekitar Universitas Lampung 

memiliki tingkat literasi yang masih rendah terhadap sertifikasi halal. Hanya 

sedikit yang memahami prosedur dan kewajiban sertifikasi halal secara 

menyeluruh, sementara mayoritas hanya memiliki pemahaman dasar atau 

bahkan belum mengetahui adanya kewajiban tersebut. 

2. Pelaku usaha menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya informasi 

dan sosialisasi, keterbatasan finansial untuk mengurus sertifikat, hingga 

anggapan bahwa produk mereka sudah pasti halal tanpa perlu dibuktikan 

secara administratif. Selain itu, prosedur yang dirasa rumit dan keterbatasan 

akses teknologi juga menjadi hambatan tersendiri. 

3. Diperlukan strategi peningkatan literasi melalui edukasi yang mudah 

dipahami, pendampingan langsung selama proses sertifikasi. Kolaborasi 

antara pihak kampus, pemerintah, dan lembaga terkait penting untuk 

memperkuat pemahaman dan motivasi pelaku usaha dalam memenuhi 

kewajiban sertifikasi halal. 

 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut. 

1. Bagi pemerintah dan lembaga terkait 

Perlu memperkuat sosialisasi mengenai kewajiban serta prosedur sertifikasi 

halal, dengan menekankan pelaksanaan di lapangan, khususnya bagi pelaku 

usaha kecil di lingkungan kampus.
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2. Bagi pelaku usaha 

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan inisiatif untuk memahami dan 

mengurus sertifikasi halal untuk mendukung kepercayaan konsumen dan 

keberlangsungan usaha. 

3. Bagi kampus 

Perlu dilakukan dukungan literasi halal melalui pelatihan atau pendampingan 

bagi para pelaku usaha di sekitar kampus.
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